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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh 

penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya pengaturan yang 

berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang 

memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan 

bermotor. Orang tua hanya bertanggung jawab sebagai pendamping anak 

dalam kaitannya anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan 

hukum pidana, orang tua tidak dapat menggantikan sanksi pidana yang 

diberikan kepada anak, karena pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal 

vicarious liability atau pertanggung jawaban pengganti bagi anak. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah  

dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah untuk membuat seperangkat aturan hukum untuk mengatur 

tanggung jawab secara hukum pidana atau sanksi pidana kepada orang tua, yang 

tidak mendidik anaknya dengan baik, khususnya tentang pemberian izin untuk 

anak yang mengendarai atau menggunakan kendaraan bermotor. 

2. Bagi aparat penegak hukum untuk lebih lagi memberikan pendidikan atau 

education bagi orang tua yang mempunyai anak, agar tidak memberikan izin 

atau memfasilitasi anak yang belum mempunyai hak secara hukum untuk 
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mengendarai kendaraan bermotor untuk mengendarai kendaraan bermotor. 

Karena, dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara semestinya sesuai 

dengan kebutuhan dasarnya dan untuk kesejahteraan anak. 
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